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PUTUSAN

Nomor 501/Pdt.G/2024/PA.Smi 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu   pada  Pengadilan  tingkat  pertama dalam permusyawaran   Majelis

hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara  cerai gugat antara :

Penggugat  ,  umur,  lahir Sukabumi,  13-03-1993,  Agama  Islam, Pendidikan

SLTA,  Pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  bertempat

tinggal di Perum Pesona Mayanti RT.004 RW.001 Kelurahan

Sindangpalay  Kecamatan  Cibeureum Kota  Sukabumi,

Provinsi  Jawa  Barat, dalam  hal  ini  memberikan  kuasa

khusus  kepada   Muhammad  Ikhsan  As-syifa,  S.H dan

Dhieka  Askar  Nurfadillah,  S.H  adalah  Advokat  yang

tergabung  pada  Kantor  Muhammad Ikhsan  As-syifa,  S.H.,

dan rekan, yang beralamat kantor di  Bumi Ciwaringin Damai

RT.002  RW.006  Kelurahan  Jayamekar  Kecamatan  Baros

Kota  Sukabumi,  Provinsi  Jawa  Barat,  berdasarkan  Surat

Kuasa Khusus tanggal  13 Juli 2024, bertindak baik sendiri-

sendiri  maupun  bersama-sama  untuk  dan  atas  nama

Pemberi Kuasa  selaku Kuasa Penggugat,  yang selanjutnya

disebut Penggugat;

Melawan

Teguh  Gumilar  Bin  Memet  Selamet  umur,   lahir  Sukabumi,  22-10-1987,

Agama  Islam,  Pendidikan  SLTA,  Pekerjaan  Wiraswasta,

bertempat  tinggal  di  D/A  Pak  haji  Baedin  Kp  Ciodeng

RT.013/RW.003  Desa  Cicukang  Kecamatan  Purabaya

Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya

disebut Tergugat;
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Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah     mendengar      keterangan     Penggugat    dan     Kuasanya     serta 

keterangan  saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

 Bahwa  Penggugat  dalam   surat  gugatannya  tertanggal   15  Juli

2024   telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi  Nomor  501/Pdt.G/2024/PA.Smi

tanggal   16  Juli  2023  dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa  pada  hari  Minggu tanggal  27  Juni  2010 Penggugat  dengan

Tergugatmelangsungkan  pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat

nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  Purabaya Kabupaten  Sukabumi,

sesuai dengan  Kutipan Buku Nikah Nomor  247/48/VI/2010 tertanggal  27

Juni 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugatberumah

tangga  di  rumah  bersama  yang  beralamat  di  Kampung   Cikubang

RT.005/RW.001  Desa  Cicukang  Kecamatan  Purabaya  Kabupaten

Sukabumi, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat merasakan

kebahagiaan  sebagaimana  layaknya  suami  isteri  dan  telah  dikaruniai  1

(satu)  orang  anak  yang  bernama   M  Gilang  Putra  Gumilar,  Laki-laki,

Sukabumi 02-10-2010;

3. Bahwa pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat   telah  berjalan  13  (tiga

belas)  tahun lamanya,  namun  sejak  awal tahun  2018 kondisi   rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat  mulai terjadi keretakan, sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

3.1. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat,

sehingga  Penggugat  kesulitan  dalam  memenuhi  kebutuhan  rumah

tangganya;

3.2. Tergugat  bersifat  kasar  secara  verbal  kepada  Penggugat  yang

menyebabkan Tergugat merasa sakit hati;
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3.3. Tergugat  sering  tidak  pulang  ke  kediaman  bersama  dan  memilih

tinggal dirumah orangtuanya; 

4. Bahwa  puncak  keretakan  hubungan  rumah  tangga  antara  Penggugat

dengan Tergugattersebut terjadi pada pertengahan tahun 2019, pada saat

itu  terjadi  pertengkaran  hebat  antara  Penggugat  dan  Tergugat  yang

mengakibatkan  keduanya  sepakat  untuk  berpisah  dan  meninggalkan

kediaman bersama; 

5. Bahwa  penggugat  telah  berusaha  untuk  menyelesaikan  kemelut  rumah

tangga dengan tergugat dengan melibatkan pihak keluarga Penggugat dan

Tergugat namun tidak berhasil, akhirnya untuk menghindari ke madlaratan

yang berlebih dibuatlah surat pernyataan talak pada tanggal 22 juni 2024

dan  mempersilahkan  Penggugat  untuk  mengajukan  perceraian  ke

pengadilan agama;

6. Bahwa  sehingga  antara  penggugat  dan  tergugat  sejak  telah  berpisah

tempat  tinggal  dan  tidak  melakukan  hubungan  layaknya  suami  dan  istri

selama 5 (lima) tahun 3 lamanya;

7. Bahwa atas kejadian tersebut, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk

hidup rukun membina rumah tangga dengan tergugat dan apabila rumah

tangga  tersebut  dilanjutkan  akan  lebih  banyak  madlarat  dari  pada

maslahatnya;

8. Bahwa  Perselisihan-perselisihan  dan  pertengkaran-pertengkaran  antara

Penggugat  dengan  Tergugattelah  terjadi  secara  terus  menerus  dan

berlarut-larut,  sehingga  antara  Penggugat  dengan  Tergugattidak  ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah

Pasal  19  (F)  Peraturan  Pemerintah  RI  No.  9  tahun  1975  tentang

pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang

berbunyi  “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga”,  Maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara Aquo untuk menyatakan hukum perkawinan antara

Penggugat dengan Tergugatputus karena perceraian;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, gugatan penggugat telah memenuhi 

alasan perceraian, maka penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama 

Sukabumi Cq.Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara, 

memeriksa perkara ini, mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan 

sebagai berikut ; 

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro tergugat (Teguh Gumilar Bin Memet

Selamet) terhadap penggugat (Penggugat );

3. Membebanakan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

menurut hukum;

Atau apabila Majlis Hakim berpendapat lain , Penggugat mohon kepada Majlis 

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya  (ex aequo et bono);

Bahwa  dalam  perkara  aquo,  Penggugat  telah  memberikan  kuasanya

kepada  Muhammad Ikhsan As-syifa,  S.H dan  Dhieka Askar Nurfadillah,

S.H adalah Advokat yang tergabung pada Kantor Muhammad Ikhsan As-syifa,

S.H.,  dan  rekan,  ,  baik  bersama-sama  maupun  sendiri-sendiri  berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal  13  Juli    2024  yang telah didaftar dalam Register

Kuasa  Nomor  249/KS/2024/PA.Smi  tanggal    16   Juli    2024  dengan

pendaftaran secara elektronik tanggal  16  Juli   2024; 

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut

di  atas,  dan  memeriksa  pula  Kartu  Tanda  Pengenal  Advokat  (KTPA)  yang

bersangkutan; 

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat  telah datang menghadap ke  muka sidang,  sedangkan  Tergugat

telah tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain

untuk  menghadap sebagai  wakil/kuasa  hukumnya,  meskipun menurut  berita

acara relaas panggilan Jurusita   Pengadilan   Agama    Sukabumi    bahwa

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut   hukum,  sedangkan

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang  sah,

maka  pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat.
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Bahwa  hakim  telah  berusaha  merukunkan  rumah  tangga  Penggugat

dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali untuk  membina rumah

tangganya dengan Tergugat  dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan

tetapi  usaha tersebut  tidak  berhasil  dan Penggugat  menyatakan tetap  pada

gugatannya. 

Bahwa berhubung  pihak  Tergugat  tidak  pernah  hadir  menghadap   di

persidangan tanpa alasan yang sah   meskipun telah   dipanggil   secara   resmi

dan   patut, sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur

dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia   Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh  karena

upaya penasehatan dan perdamaian tidak berhasil, maka persidangan tertutup

untuk umum   untuk    pemeriksaan    perkara    ini     dan dilanjutkan  dengan

membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan

oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan,

sebagaimana  tertuang  dalam  berita  acara  sidang  yang  pada  pokoknya

Penggugat tetap pada gugatannya untuk dapat bercerai dengan Tergugat;  

Bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat  tidak  dapat

didengar  tanggapannya  karena  tidak  pernah  hadir  menghadap  di  muka

persidangan. 

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti surat  sebagai berikut  :  

1.  Fotokopi  Surat  Keterangan  Domisili   Penggugat,   Nomor

471.1/268/1003/2024    yang  dikeluarkan  oleh   Lurah  Sindanfpalay,

Kecamatan Cibeureum,  Pemerintah Kota Sukabumi   tanggal 15  Juli 2024

dan bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa oleh  Hakim,  dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf

dan tanggal oleh Ketua Mejelis serta diberi kode bukti (P.1); 

2.  Fotokopi Kutipan  Akta Nikah Penggugat,  Nomor  247/48/VI/2010 tertanggal

27 Juni 2010  yang dikeluarkan Kepala  Kantor Urusan Agama Kecamatan
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Purabaya, Kabupaten Sukabumi,  Propinsi Jawa Barat     dan bukti surat

tersebut  telah  diperiksa  oleh  Hakim,  dicocokkan  dengan  aslinya  yang

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf dan tanggal

oleh Ketua Mejelis serta diberi kode bukti (P.2); 

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut  :  

Saksi 1,    umur   24 tahun,   agama Islam, pendidikan SLTA,   pekerjaan

Wiraswasta,   bertempat    tinggal   di   Kp. Cikubang RT 005 RW 001 Desa

Cicukang,  Kecamatan  Purabaya,  Kabupaten  Sukabumi,  Provinsi  Jawa

Barat dan  hubungan  saksi sebagai keponakan  Penggugat  dan saksi  di

bawah sumpah, memberikan keterangan yang  selengkapnya sebagaimana

tercatat dalam berita acara sidang; 

- Bahwa  saksi  kenal   dengan Tergugat bernama  Teguh Gumilar Bin

Memet Selamet;              

- Bahwa   saksi   mengetahui   Penggugat   dengan Tergugat   sebagai

suami isteri telah melangsungkan  pernikahan pada  tahun 2010  yang

dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Purabaya, Kabupaten Sukabumi;       
- Bahwa  saksi  mengetahui  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat

membina rumah tangga terkahir  di rumah bersama yang beralamat di

Kampung  Cikubang  RT.005/RW.001  Desa  Cicukang  Kecamatan

Purabaya Kabupaten Sukabumi;        
- Bahwa  saksi   mengetahui  selama   pernikahan   antara  Penggugat

dengan  Tergugat  telah  bergaul  sebagaimana  layaknya  suami  isteri

dan  telah  dikaruniai  1  orang   anak bernama    M  Gilang    Putra

Gumilar;        
- Bahwa saksi mengetahui  pada awalnya rumah tangga Penggugat dan

Tergugat harmonis,  namun sejak   awal tahun 2018   kondisi  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat mulai  tidak rukun dan tidak harmonis

karena keduanya sering  terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi  pernah   melihat   dan mendengar langsung  perselisihan

dan  pertengkaran  Penggugat  dengan  Tergugat dan   saksi  sering
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mendengar pengaduan dari Penggugat;       

- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugattidak rukun

lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak

memberikan  nafkah  secara  layak  kepada  Penggugat,  sehingga

Penggugat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan

Tergugat bersifat kasar secara verbal kepada Penggugat;     
- Bahwa  setahu  saksi   puncak   perselisihan   dan  pertengkaran

Penggugat dengan Tergugatterjadi  kurang lebih sejak  5 tahun  terakhir

dan  sejak  itu  mereka sudah berpisah rumah karena  Tergugat  pergi

meninggalkan rumah kediaman  bersama hingga sekarang;     

- Bahwa  setahu   saksi  selama  pisah   rumah,  Penggugat  dengan

Tergugatsudah tida ada  saling komunikasi   lagi dan  bahkan keduanya

sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa  setahu  saksi  pihak  keluarga  sudah  sering  berusaha

mendamaikan dan  menasehati Penggugat dan Tergugat  namun   tidak

berhasil karena  Penggugat  tetap  ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa menurut  saksi   sudah cukup keterangannya dan saksi   sudah

tidak  sanggup untuk   merukunkan   lagi  Penggugat   dengan Tergugat;

Saksi 2,  umur  29   tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,   pekerjaan

wiraswasta,    bertempat    tinggal    di Kp. Cikubang RT 005 RW 001

Desa Cicukang, Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi,  Provinsi

Jawa Barat,  Provinsi Jawa Barat,    hubungan saksi sebagai keponakan

Penggugat     dan saksi  di  bawah sumpah,  memberikan keterangan

yang  selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang  

- Bahwa  saksi  kenal   dengan Tergugat bernama  Teguh Gumilar Bin

Memet Selamet;              

- Bahwa   saksi  mengetahui  Penggugat   dengan Tergugat   sebagai

suami  isteri  telah  melangsungkan  pernikahan  pada  tahun  2010

yang  dicatat  oleh  pegawai  pencatat  nikah  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi;       
- Bahwa  saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat

membina rumah tangga terkahir  di rumah bersama yang beralamat
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di  Kp  Cikubang  RT.005/RW.001  Desa  Cicukang  Kecamatan

Purabaya Kabupaten Sukabumi;  ;       
- Bahwa  saksi   mengetahui  selama  pernikahan  antara Penggugat

dengan Tergugat telah bergaul  sebagaimana layaknya suami  isteri

dan telah dikarunia 1 orang anak;        
- Bahwa saksi  mengetahui   pada  awalnya rumah tangga Penggugat

dan  Tergugat  harmonis,  namun  sejak  Awal  tahun  2018    setelah

pernikahan   kondisi  rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai

tidak  rukun dan  tidak  harmonis  karena  keduanya  sering   terjadi

perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa  saksi   pernah   melihat    dan  mendengan  langsung

perselisihan dan pertengkaran  Penggugat  dengan Tergugat namun

saksi sering mendengar pengaduan dari Penggugat;       

- Bahwa  setahu  saksi  penyebab  Penggugat  dengan  Tergugat tidak

rukun  lagi  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  karena

Tergugat  bersifat  kasar  secara  verbal  kepada  Penggugat dan

Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat

sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya;  
- Bahwa  setahu  saksi   puncak   perselisihan   dan  pertengkaran

Penggugat  dengan  Tergugatterjadi   kurang  lebih  sejak    5  tahun

terkahir  dan   sejak   itu   mereka  sudah  berpisah  rumah  karena

Tergugat   pergi meninggalkan rumah kediaman  bersama  hingga

sekarang;   

- Bahwa  setahu   saksi  selama  pisah   rumah,  Penggugat  dengan

Tergugatsudah  tida  ada   saling  komunikasi    lagi  dan   bahkan

keduanya  sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami

isteri;
- Bahwa  setahu  saksi  pihak  keluarga  sudah  sering  berusaha

mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun  tidak

berhasil karena  Penggugat  tetap  ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa menurut saksi   sudah cukup keterangannya dan saksi  sudah

tidak   sanggup  untuk    merukunkan   lagi   Penggugat    dengan
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Tergugat;

Bahwa atas bukti  tertulis dan keterangan kedua orang saksi  tersebut,

Penggugat  menyatakan  tidak  keberatan  dan  membenarkannya,  sedangkan

Tergugat  tidak  dapat  didengar  tanggapannya   karena  tidak  hadir  di  muka

sidang;

Bahwa  Penggugat  menyatakan  telah  cukup  dengan  bukti  surat  dan

saksi-saksi  yang  diajukan,  kemudian  Penggugat  menyampaikan  kesimpulan

secara  lisan  yang  pada  pokoknya  tetap  pada  gugatan  semula  dan  mohon

putusan; 

Bahwa selanjutnya Majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala

sesuatu  sebagaimana  yang  tertera  dalam  berita  acara  persidangan  yang

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus

Penggugat tertanggal  13  Juli   2024   yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor  292/KS/2024/PA.Smi tanggal  16

Juli  2024 dengan pendaftaran secara elektronik tanggal    16  Juli     2024,

ternyata telah sesuai  dengan ketentuan Pasal  123 HIR  juncto Surat Edaran

Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  1994  tentang  Surat

Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal

Advokat  (KTPA)  Kuasa  Penggugat,  dan  ternyata  telah  sesuai  dengan

Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  harus  menyatakan  bahwa  Kuasa  Penggugat

merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim

dapat  menerima dan memberi  izin kepada Kuasa Penggugat tersebut  untuk

beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;
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Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang

lain sebagai  wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan

pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang

sah,  maka  Tergugat  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  gugatan  Penggugat

diperiksa  serta  diputus  dengan  tanpa  hadirnya  Tergugat  (verstek)  sesuai

ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR  Jo.  Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  82  ayat  (1)  dan  (4)  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan  diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 130 HIR, Majelis

hakim telah berusaha semaksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun

membna  rumah  tangga  dengan  Tergugat  namun  upaya  tidak  berhasil,

sedangkan  upaya  perdamaian  melalui  mediasi  atas  perkara  ini  tidak  bisa

dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I  Nomor 1 Tahun

2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  mediasi  mengharuskan

kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di

persidangan.  Oleh  karena  upaya perdamaian  melalaui  mediasi   tidak  dapat

dilaksanakan  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di  persidangan  meskipun

telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  gugatan  Penggugat,  maka

perkara ini  adalah mengenai  sengketa perkawinan antara orang-orang yang

beragama  Islam,  oleh  karenanya  berdasarkan  Pasal  49  ayat  (1)  huruf  (a)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan

kedua  dengan  Undang-undang  Nomor   50  Tahun  2009,  maka  perkara  ini

termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  dari   hasil  pemeriksaan  di  persidangan  yang

didukung dengan  Surat  Keterangan Domisili  Penggugat  sebagaimana bukti
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(P.1)  serta  keterangan para  saksi  di  muka persidangan,   bahwa Penggugat

bertempat kediaman dan berdomisili  di wilayah hukum Kota Sukabumi,   maka

berdasarkan ketentuan   Pasal  73   ayat   (1)   Undang-Undang    Nomor  7

Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama  sebagaimana     telah  diubah   dengan

Undang-Undang     Nomor 3  Tahun 2006   dan   perubahan  diubah     dengan

Undang-Undang  Nomor 50 Tahun 2009,  maka gugatan perceraian diajukan

kepada  Pengadilan    Agama   yang   meliputi   domisili   Penggugat,  sehingga

Pengadilan Agama Sukabumi  berwenang secara relative  untuk memeriksa,

mengadili  dan  menyelesaikan  gugatan  Penggugat,  oleh  karena  itu  gugatan

Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti    tertulis (P.1)   tersebut   yang  telah

dikeluarkan  oleh  Pejabat  yang  berwenang,  telah  bermaterai  cukup  dan

dicocokkan  dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tertulis

(P.1)  tersebut  adalah  bukti  otentik,  maka  Majelis  hakim menyatakan  bahwa

dengan bukti  tersebut telah mempunyai pembuktin yang sempurna  (volledig)

dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama    yang  dikuatkan

dengan  alat  bukti   (P.2)  berupa    Kutipan  Akta  Nikah    Penggugat    dan

Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama  Kecamatan Purabaya,

Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat,  yang bermaterai cukup dan setelah

diperiksa ternyata   telah  memenuhi persyaratan materil dan formil sebagai alat

bukti serta berdasarankan alat bukti tersebut, maka telah   terbukti    bahwa

Penggugat  dan Tergugat terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan

segala akibat hukumnya dan belum   pernah    bercerai,  oleh   karena   itu

Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara

ini  (persona  standi  in  judicio).  Maka  Majelis  hakim  menyatakan  bahwa

Penggugat  memilki  legal  standing (kapasitas)  untuk  mengajukan perkara  ini

sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis ( P.2)  tersebut   yang      telah

dikeluarkan  oleh  Pejabat  yang  berwenang,  telah  bermaterai  cukup  dan
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dicocokkan  dengan aslinya dan ternyata sesuai,  oleh karena itu bukti tertulis

(P.2) tersebut adalah bukti otentik, maka Hakim  menyatakan bahwa dengan

bukti  tersebut   telah  mempunyai  pembuktin  yang  sempurna  (volledig) dan

mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

tidak dapat memberikan   jawabannya   karena Tergugat   tidak     pernah   hadir

menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Maka menurut hukum  pembuktian  hak  jawab  Tergugat  menjadi  gugur   dan

dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan hal ini sesuai

dengan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur’an, Juz  2 halaman 45,

dan   Majelis  hakim  sependapat   serta   mengambil  alih  sebagai  dasar

pertimbangan, yang artinya berbunyi bahwa  barang siapa yang dipanggil oleh

Hakim  didalam  persidangan,  sedangkan  orang  tersebut  tidak  memenuhi

panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dlolim, maka gugurlah haknya;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  pokok  masalahnya  adalah

Penggugat  memohon  agar  Majelis  Hakim  dapat  menceraikan  Penggugat

dengan Tergugat, dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat   dengan

Tergugat yang mulanya  rukun   dan    harmonis  dan telah  dikaruniai   1 orang

anak,   tetapi   sejak   sejak   awal  tahun  2018  kondisi    rumah    tangga

Penggugat   dengan  Tergugat  sudah   tidak rukun dan tidak harmonis lagi

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  sulit   dirukunkan  lagi

disebabkan   Tergugat  tidak  memberikan  nafkah  secara  layak  kepada

Penggugat, sehingga Penggugat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah

tangganya,   Tergugat  bersifat  kasar  secara  verbal  kepada  Penggugat  yang

menyebabkan Tergugat merasa sakit hati dan  Tergugat sering tidak pulang ke

kediaman bersama dan memilih tinggal dirumah orangtuanya,   hal itu membuat

perselisihan dan cekcok yang terus menerus, sehingga mengakibatkan  antara

Penggugat dengan Tergugatsudah pisah  rumah sejak  5 tahun 3 bulan terkahir

dan  sejak   itu    antara  Penggugat  dengan  Tergugat   sudah   tidak  ada

komunukasi  lagi  karena  Tergugat  pergi  meninggalkan  rumah  kedimaan

bersama   hingga sekarang;   
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  alasan

perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan    ke    dalam

alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975  Jo   Pasal 116 huruf  (f)   Kompilasi   Hukum   Islam, yaitu

antara Penggugat dengan Tergugatsebagai suami isteri terus menerus terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat  hidup   rukun

lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun  dalil-dalil Penggugat telah  tidak dibantah

oleh Tergugat sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang

yang tersurat dalam surat   gugat   sebab   ketidak  hadirannya,   namun   untuk

memenuhi  ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989   tentang

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan  Undang-undang  Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan  kedua   dengan Undang-undang Nomor  50

Tahun 2009 Jo.  Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975,

Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekat

sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini; 

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat,

sudah  dewasa  dan  sudah  disumpah  sehingga  memenuhi  syarat  formal

sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  145  ayat  1  angka  3e  HIR,  dan  pula

keterangan  kedua  orang  saksi  tersebut  adalah   fakta   yang

dilihat/didengar/dialami sendiri  serta relevan dengan dalil  yang diajukan oleh

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

bukti; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat,  yang  didukung

bukti  P.1  dan  P.2,  serta  keterangan  2  (dua)  orang  saksi,  Majelis  Hakim

menemukan fakta–fakta sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  beragama  Islam  dan  Penggugat

bertempat tinggal di wilayah Sukabumi;
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2. Bahwa Penggugat  dan Tergugat  merupakan suami isteri  yang menikah

pada  tanggal 27 Juni 2010 penggugat dengan tergugat melangsungkan

pernikahan  yang  dicatat  oleh  pegawai  pencatat  nikah  Kantor  Urusan

Agama Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi;      

3. Bahwa pada mulanya kondisi    rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun  dan harmonis  namun sejak   awal  tahun 2018  kondisi   rumah

tangga Penggugat dengan Tergugathingga saat ini sudah tidak rukun lagi,

karena sering terjadi perselisihan  dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat

disebabkan  Tergugat  tidak  memberikan  nafkah  secara  layak  kepada

Penggugat,  sehingga Penggugat  kesulitan dalam memenuhi  kebutuhan

rumah  tangganya,   Tergugat  bersifat  kasar  secara  verbal  kepada

Penggugat yang menyebabkan Tergugat merasa sakit hati dan  Tergugat

sering tidak pulang ke kediaman bersama dan memilih tinggal dirumah

orangtuanya,  hal  itu  membuat  perselisihan  dan  cekcok  yang  terus

menerus;       

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran  antara Penggugat dengan

Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah rumah sejak  5 tahun 3 bulan

terakhir  dan sejak  itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan

kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri  hingga

sekarang;   

6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berusaha  menasehati  Penggugat  dan

Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan

Penggugat  dan Tergugat,  akan tetapi  tidak berhasil,  karena Penggugat

bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut

saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil  Penggugat  yang  tidak  dibantah

oleh Tergugat terutama dalam hal  adanya perselisihan dalam rumah tangga
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antara Penggugat dengan Tergugatdan hal-hal yang menyebabkan perselisihan

dan  pertengkaran  itu  terjadi  yang  diperkuat  dengan  keterangan  saksi-saksi

yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugattelah terjadi

perselisihan dan pertengkaran, sementara  Majelis hakim  juga telah berupaya

menasihati  Penggugat  agar  tetap  rukun  namun  Penggugat  tetap  bersikeras

ingin bercerai  dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah

tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis dapat

menarik  suatu  kesimpulan  yang  merupakan  fakta  adalah  bahwa  antara

Penggugat dengan Tergugattelah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang

sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  bertempat  tinggal  di  wilayah  yuridiksi  Pengadilan

Agama Sukabumi; 

2. Bahwa Penggugat  dengan Tergugatadalah pasangan suami  isteri  yang

sah;

3. Bahwa   kondisi    rumah tangga  Penggugat  dan Tergugat  sudah  tidak

rukun dan tidak harmonis serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang terus menerus; 

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat

dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 

5. Bahwa,  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pecah  (broken

marriage)  sehingga  rumah  tangga  antara  Penggugat  dengan

Tergugatsudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar

tweespalt);

6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan

yang melawan hukum; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas,

Majelis  Hakim  menilai  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

dipandang telah  sampai  pada kondisi  pecah (broken marriage) yang sudah

sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
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dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan; 

 Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu

dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak

pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang,  bahwa dalam melaksanakan  hak  dan  kewajiban  dalam

keluarga,  setiap  orang  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  rasa  bahagia,

aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang

tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap

orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; 

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974  sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019  ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara

seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga)  yang bahagia dan kekal   berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  tersebut  di  atas  dapat

diinterpretasikan  bahwa  kebahagiaan  dan  kekekalan  sebuah  rumah  tangga

sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir  batin di  antara pasangan

suami  istri  tersebut,  oleh  karena itu  manakala  antara  suami  istri  telah  tidak

berada  dalam satu  kediaman bersama dalam tenggang  waktu  lama hingga

tidak saling menghiraukan lagi,  maka telah menjadi  indikasi  penting sebagai

bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara

Penggugat  dengan  Tergugattelah  tidak  berada  lagi  dalam  satu  kediaman

bersama yang telah berlangsung   selama 2 tahun,    hingga sekarang tidak

saling  menghiraukan  lagi,   telah menunjukkan   bahwa  antara Penggugat
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dengan  Tergugattelah  kehilangan  kebahagiaan  sebagai  representasi

keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat  Majelis Hakim bahwa

fakta  tersebut  di  atas  patut  dinyatakan telah  bertentangan dengan nilai-nilai

yang terkandung dalam ketentuan Pasal  1  Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  sebagaimana telah  diubah dengan  Undang-Undang Nomor  16 Tahun

2019  dimana  Penggugat dan  Tergugat tidak  dapat  lagi  mewujudkan

kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang,  bahwa  dalam  ketentuan  Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

ditegaskan bahwa  “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri

terus menerus terjadi  perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang,  bahwa  yang  dimaksudkan  perselisihan  dalam  rumah

tangga  tidaklah  identik  dengan  pertengkaran  mulut,  rumah  tangga  dapat

dinyatakan  telah  terjadi  perselisihan  jika  hubungan  antara  pasangan  suami

isteri  sudah  tidak  lagi  selaras,  tidak  saling  percaya  dan  saling  melindungi,

dengan ditemukannya fakta antara  Penggugat dengan  Tergugat  telah pisah

rumah,  yang  meninggalkan  tempat  kediaman  bersama   adalah   Tergugat

pulang ke rumah orangtuanya,  menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan

Tergugatsudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak

ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari

gejala perselisihan dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama

dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat dan hal-hal  yang menyebabkan perselisihan itu  terjadi  serta akibat

yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara

Penggugat  dengan  Tergugat  tidak  tinggal  bersama  lagi  selama  5  tahun  3

bulan,    sementara itu adanya usaha yang setidak-tidaknya menasehati salah

satu pihak agar kembali rukun dalam rumah  tangga,   ternyata   tidak   berhasil,

di  samping  itu  walaupun  usaha  Majelis  Hakim  yang  mengupayakan  agar
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Penggugat bisa kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun

Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan   Tergugat, atau setidaknya

nasehat  Majelis Hakim  tersebut  tidak mendapatkan respon positif  dari  pihak

Penggugat, sehingga  dengan  demikian  patut  dinyatakan  bahwa  antara

Penggugat dengan   Tergugat sudah  tidak  lagi  memiliki  unsur-unsur  saling

terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai

rumah  tangga  yang  telah  pecah,  karena  itu  Majelis  Hakim  berkesimpulan

bahwa   Penggugat dan   Tergugat  sudah sulit  untuk menciptakan keutuhan

rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud

ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau  Penggugat dan  Tergugat

telah  kehilangan  ekspektasi  untuk  kembali  rukun  sebagai  suami  istri  yang

merupakan  unsur-unsur  terpenuhinya  alasan  perceraian  sebagaimana

dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975  Jo  Pasal 116  huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil

alih menjadi  pertimbangan  Majelis Hakim  dalam perkara ini,  dimana abstrak

hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup

berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak

berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah

merupakan  fakta  hukum  yang  cukup  untuk  alasan  dalam  suatu  perceraian

sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam

kedua pasal  tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi

atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa

yang  salah  dan  atau  siapa  yang  menciptakan  sebab  dalam  hal  terjadinya

perselisihan  dan  pertengkaran,  tetapi  akibat  yang  ditimbulkan  dan  telah

mengancam  keutuhan  dan  keberadaan  perkawinan  menjadi  penting  untuk

diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber

perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka
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tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya,

dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian

sebagai  satu-satunya  pemecahan  permasalahan  di  antara  pasangan  suami

isteri  yang  terus-menerus  berselisih,  meskipun  alternatif  tersebut  dirasakan

cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;   

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, perkawinan antara

Penggugat dengan  Tergugat telah tidak memenuhi norma hukum yang tersirat

dalam Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

 Artinya  :  “Dan diantara  tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah  Dia  menciptakan

untukmu isteri-isteri  dari  jenismu sendiri,  supaya kamu cenderung

dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu

rasa  kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“; 

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah

tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah dan  jika   Penggugat dan

Tergugat selaku pasangan suami isteri  telah ternyata sudah tidak lagi timbul

sikap saling mencintai,  saling pengertian dan saling melindungi  dan bahkan

Penggugat tetap  sudah  tidak  lagi  berkeinginan  untuk  meneruskan  rumah

tangganya dengan   Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak

lagi  lebih  jauh melanggar  norma agama dan norma hukum dan atau untuk

menghindari  ekses  negatif  yang  lebih  besar  atau  aspek  mudharat yang

ditimbulkan  daripada  asas  kemanfaatan  yang  diperoleh,  sehingga  Majelis

Hakim  berpendapat  lebih  layak  rumah  tangga   Penggugat dan  Tergugat

tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah

justru  akan  menimbulkan  mafsadah bagi  kedua  belah  pihak  sedangkan

perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat

menghilangkan  mafsadah bagi  kedua  belah  pihak  karena  tidak  dapat  lagi

mempertahankan  perkawinannya,  oleh  karena  berhadapan  dua  mafsadah,

maka harus dipilih mafsadat yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan
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kaidah fiqih dalam kitab  Al-Asbah Wa al-Nazhaair, hal. 161 yang diambil alih

menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

. أخفهما        بإرتكاب ضررا أعظمهما روعي مفسدتان تعارض إذا

Artinya:  “Apabila  berhadapan dua mafsadat  dihindari  mafsadah yang paling

besar  kemudharatannya  dengan  melakukan  yang  lebih  ringan

mafsadahnya”. 

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta di  persidangan dan sikap

Penggugat  tidak  bersedia  lagi  membina  rumah  tangga  bersama  Tergugat,

Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqih lain yang diambil alih

sebagai pendapat Majelis Hakim  yaitu :

Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi  :

وكان        الزوج اواعتراف ببينةالزوجة القاضي لدي دعواها إذاثبتت

عن         وعجزالقاضي أمثالهما بين العشرة دوام معه مماليطاق اليذاء

. بائنة     طلقة طلقها بينهما الصلح

Artinya:  “Apabila  istri  telah  dapat  menguatkan/menetapkan  gugatannya

dihadapan  Majelis  Hakim  dengan  buktinya  atau  dengan  pengakuan

suami  dan  penderitaan  itu  tidak  bisa  untuk  mempertahankan

kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan Majelis

Hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim dapat

menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pokok Penggugat yang memohon

agar perkawinannya diputuskan dengan perceraian telah terbukti, berdasarkan

ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis  atas fakta

hukum  di  atas,  maka  petitum  gugatan  Penggugat  nomor  1  dan  2  dapat

dipertimbangkan sebagai berikut :
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas,

Majelis  Hakim  berpendapat  gugatan  Penggugat,  telah  memenuhi  alasan

perceraian  sejalan  sebagaimana  dimaksud  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975   Jo Pasal  116 huruf  (f)  Kompilasi  Hukum

Islam;  

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum 1 Penggugat,  maka

perceraian  antara   Penggugat dengan   Tergugat  dikategorikan  talak  ba'in

sughraa,  dengan  demikian  Majelis  Hakim  berpendapat  perkawinan  antara

Penggugat  dengan  Tergugatdapat  diputuskan  dengan  talak  ba'in  shughraa,

sebagaimana dimaksud Pasal  119 angka 2 huruf c Kompilasi  Hukum Islam,

yang diuraikan pada amar putusan;   

Menimbang,  bahwa  talak  satu  ba’in  sughra  merupakan  talak  yang

dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dengan isteri tidak dapat hidup

bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang,  bahwa  menjawab  petitum  gugatan  Penggugat  angka  6

(enam)  tentang  pembebanan  biaya  perkara,  maka  oleh  karena  perkara  ini

termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Pemerintah   Nomor 5 Tahun 2019,

maka  Penggugat dibebankan  untuk membayar biaya perkara ini;  

Menimbang,  bahwa  pemeriksaan  perkara  a  quo dilaksanakan  secara

verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor

7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan

mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung;

Mengingat,  dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan 

yang berlaku serta ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat  yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut  untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;
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2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro tergugat (Teguh Gumilar Bin Memet

Selamet) terhadap penggugat (Penggugat );

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  memebayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus  satu ribu rupiah);  

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Sukabumi  pada  hari  Selasa,  tanggal   06  Agustus  2024  Masehi

bertepatan  dengan  tanggal   01   Shafar  1446   Hijriah  oleh  Drs.  H.  Zaenal

Mutakin, M.H sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy., M.H. dan Sena Siti

Arafiah,  S.Sy.,  M.Si.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  ini

diucapkan  pada  hari  itu  juga  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  dan

disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua

Majelis dengan dihadiri  oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Nisa Ikhlasiyah, SH  sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa

Penggugat   tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, 

ttd

Apep Andriana, S.Sy., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd

Nisa Ikhlasiyah, SH    

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp. 30.000,00
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-  Proses : Rp. 75.000,00

-  Panggilan : Rp.  66.000,00

-  PNBP : Rp. 20.000,00

-  Redaksi : Rp. 10.000,00

-  Meterai : Rp.              10.000,00  

J u m l a h : Rp.       201.000,- (dua ratus  satu ribu rupiah);   
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